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I BEdan K€p€gaffiian dan

Psngembangan Sumber Daya

lvlanusia

Tidak adanya porencanaan SDM adalah salah satu

taktor penyebab masalah kekurangan SDM di instansi,

banyak kebutuhan gDM pgngaMsn/ auditor tidak
tsrpenuhi Pemda tidak memiliki perencanaan SDM
sehingga terjadi permasalahan: 1. Kekurangan SDM
pada OPD tertontu; 2. Terlalu banyaknya SDM pada

OPD lertentu namun tidak efektit dalam m€ndukung
p€ningkatan kinerja.

Tata Kelola ASN Perencanaan & Pem€nuhan S
1. Dokumen rencana p€nyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS

dan PPPK untuk jangka waKu 5 tahun (PP 'l 1 Tahun 2017).

Menyusun Dokumen rencana pcnyusunan kebutuhan
jumlah dan jenis iabatan PNS dan PPPK untuk iangka
waHu 5 tahun

2. Dokumen tsulan formasi kebutuhan FNS dan PPPK yang diusulkan oleh

PPK ks Kemenpan RB.

Menyusun Dokumen usulan fomasi ksMuhan PNS
dan PPPK

3. Dokumon p6n6tapan formasi CPNS dan PPPK oleh Kemenpan RB" Terdapat Dokumon ponetapan formasi CPNS dan
PPPK oleh Kmenpan RB.

4. Laporan pelaksanaan pengadaan CPNS dan PPPK.
Pelaksanaan pengadaan CPNS dan PPPK.

2 Badan Kspegawaian dan

P6ngembangan Sumber Daya

Manusia

Sampai akhir tahun 2023 masih banyak Pomerintah
daerah yang belum menyslesaikan Penyederhanaan

Struhur Organisasi dah Evaluasi Jabatan. Evaluasi
jabatan yang menghasilkan p€ta jabalan sngat
diperlukan dalam ponyusunan dan penotapan k€butuhan
pegawai instansi.

Evaluasi Jabatan 1. Daftar Ponyederhanaan Struktur organisasi dan Penyetaraan Jabatan

Pem€rintah Daerah dan Penyesuaian Sistem Kerja

Melaksnakan uji kompetensi dalam Engka
penempatan ASN ssuai dengan kompetonsi

2. Peta jabatan b€rdasarkan Anjab ABK (disusun msnurut iabatan, pangkat,

doskripsi tugas, dan kualifikasi).

3. Rekapitulasi OPD yang lelah dan bolum monyelesaikan skor evaluasi

iabatan (untuk Pomda yang b€lum men)relesaikan Evaluasi Jabatan)

4. surat Penyerahan/Tanda Terima/ BuKi Pongiriman Hasil Evaluasi/KElas
Jabatan kopada Ksmendagri (d/h Kem6nPAN RB) yang ditandatangani Sekda.

5. Surat porsotujuan Ksmsndagri tsrkait Hasil Validasi Evaluasi/ Kelas

Jabatan.

3 Badan Kspegamian dan
Pongembengan sumbor Daya

Manusla

Penggunaan sistem b€rbasis oleKronik adalah langkah
ponting dalam transfomasi birokEsi tradisional msnuiu
birokrasi yang transparan dan 6fisien. Efisiensi
mondorong kinerja ASN dalam Iangka mondukung
p€ncegahan korupsi

Sistem lnformasi
Kep€gawaian

1. Dala kepegawaian ssara lengkap yang disusun menurut jabatan, pangkat,
unit kerja, kualitikasi, dan komp€tensi b€rbasis teknologi informasi )ang
dikelola s6caE update dan realtime (ex. SIMPEGNAS), dan Data p€gawai
yang akan memasuki mas pensiun dalam 5 tahun yang disusun bildasarkan
jabatan, pangkat, dan unil keria.

Melakukan update database kspogawaian sffirir
b€rkala.

2. 0okum6n/ bukti absensi pegawai sudah menggunakan/ memanlaatkan
sistem elektronik terintegrasi dengan system penilaian Kinerja.

3. Psnilaian hnerJa sudah menggunakary' memanfaatkan teknologi informasi
dan sudah mom€nuhi unsur:
a. Laponh aldlvitas harian ASN.
b" Verifikasi at6s aktivltas harian oleh ata$an langsung.

4. Adanya ssEn dan roalissi/ capaian kinsria sobagai p6ngukuran p€nilaian

kinoria.

4 Badan Kgpegawaian dan
P€ngombangan Sumber Daya

Manusia

Tidak adanya kebuakan lerkait promosi, mutasi
mengakibatkan r6iko p6h6mpatan ASN dapat diatur
socara subjektif, tidak sosuai kualifikasi dan kompgtensi,
dan rosiko jual b6li jabatan mBnjadi sangat tinggi

Promosi dan Mutasi '1. Kobiiakan intsrnal (Pergub/Perbup/Perwali/SK Kepala OaeEh) terkait Pola

Karir.

Pelaksanaan PEngisian JPT m€lalui Seleksi Terbuka
dan Uji Komp€tonsi.

2. Kebijakan int€rnal (Pergub/Perbup/PE wali/SK K6pala Daemh) t€ntang
mutasi dan promosi ks JPT, administralor, dan pongaMs secara obj6ktif dan

transparan (m6ngacu pada rencana suksesi).

3. LapoEn Polaksanaan PEngisian JPT melalui Seleksi Terbuka dan Uji
Kompetensi. (b6ri6i a.l Surat p€rmohonan seloksi terbuka ke Provinsi bagi

Kab/Kota atau k€ Pusat bagi Provinsi, SK Tim/Pansel, Hasil Sel6ksi,
Rokomendasi pslaksanaan ujikom atau s€lter dari instansi beNonang)

4. Surat pernyataan dari PPK yang menyatakan bahwa pejabat yang akan di

angkat dan dilantik memiliki rekam jejak jabatan yang baik.

Menyusun Surst pgrnyataan dari PPK yang menyatal€n
bahwa pejabat yang akan di angkat dan dilantik memiliki
rekam.ieiak jabatar yang baik.

5. Tangkap La/ar Sistsm lnformasi Jabatan Pimpinan Tinggi Polaksanan Pengisian jabatan Administrator dan
pengat Es.

6. Berita Acara PansEl dan berita acara ujikom b€sorta dokumen
pendukungnya.

7. Rokomendasi hasil sBleksi torbuka atau uji kompstensi dari instansi
berwenang.
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8- Laporan Pelaksanaan Pengisian iabatan AdministEtor dan p€ngams.
(b€risi a.l Ookumen por€ncanaan promosi dan mutasi, ksesuaian p6rsyaEtan

iabatan, ldasifikasi iabatan dan pola karir, memperhatikan kebuluhan
organissi, Berita Acam Tim Penilaian Kineria (Baperiakat), SK Penetapan,
Pengangkatan dan Pelantikan).

Menyusun Perianjian Kineria Tahun 20241. Dokumon Perianjian Kinerja/ Penstapan Kontrak Kinerja (untuk JPT)

2. SKP P€gavrai mulai dari pucuk pimpinan maflgacu kEpada:
a. Persncanaan strategis
b. Perianiian kinerja
c. Organisasi dan tata keia
d. Uraian,iabatan

Menyusun SKP PegaMi

Penilaian Kinerja ASN yang ob.ieldif akan memotivasi
ASN untuk borkineqa baik. Hasil Penilaian Kinerja ASN
yang objekif menjadi salah satu bahan pertimbangan
dalam melaksanakan promosi, mutasi ASN.

Manajemen Kineria

3, Laporan p€nilEian kinEria instansi (LAKIP dan LPPD 2023) Menyusun LAKIP dan LPPD Tahun 2023

5 Badan KepegaMian dan

Pong€mbangan Sumber Oaya
Manusia

1. Penjelasan berupa simulasi bahM bosaran nilai TPP dihitung berdasrkan
nilai dan kelas iabatan *rta m€mp€rhatikan boban kgrja, t€siko kEria, lokasi

kerja, manajBrial, dst

2. Penjolasan }/ang berupa simulasi pencairan TPP dihitung berdasarkan:
kehadiran, aktivitas harian, dan capaian kinerja ASN

3. Pasal dalam Perkada Tambahan Ponghasilan Pagawai yang sudah
mengakomodir kdwajiban p€laporan LHKPN, Gratifkasi, BMD, TPTGR dalam
pemberianl pencaiBn TPP.

4. Data realisa$i TPP p€gami di tahun berialan (2024),

Molakukan porbaikan rsgulasi penerapan TunjEngan

Perbaikan P6nghasilan pEgawai bordasarkan param€ter
yang obyeKif dan bsrbasis kinerja.

6 Badan Kepogaffiian dan
Penggmbangan Sumb€r Daya
Manusia

1. Beberapa OPD momiliki banyak kegiatan dorgan
alokasi hononrium tinggi, namun bob€rapa lainnya jushu

tidak ada alokasi honorarium. Hal ini m€nimbulkan
keseniangan penerimaan ASN yang berdampak pada
perilaku koruptif.
2.Somangat pencogahan korupsi kurang mondapatkan
dukungan dari stakeholdsr Pemda.

Tambahan Penghasilan
Pegawai (TPP)

1. Laporan Hasil Roviu APIP lerkait dengan Manarsmen ASN Tahun 2024.
Reviu diutamakan dilaksanaksn untuk melakukan poncogahan korupsl peda
pros6 promosi, rolasi, mutasi ASN (kes€suaian dengan regulasi/ ketqntuan
yang borlaku dari sisi persyamtan, prGos. dan substansi).

Polaksanaan R6viu Manajem€n ASN Tahun 20247 Badan Kep€gawaian dan
Pengembangan sumber Daya

Manusia

Kurangnya pengawasan terkait Manajemen ASN
Pem€rintah Da€rah menjadi slah satu faktor terJadinya

iual b€li jabatan.

Psningkatan
lntegritas dan
Pengawasan

Tindak Lanjul R6viu
Manajemon ASN

2. Laporan Tindak Lanjut oleh Perangkat Daerah Fungsi Penunjang Bidang
Kep€gilaian (BKO/BKPSDM/ BKPP) atas R6komendasi Reviu Manaiemen
ASN yang dilakukan oleh lnsp€l(orat pada tahun berjalan.

Salah satu upaya p€nc€gahan korupsi adalah molalui
pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara

Kgpatuhan LHKPN Kopatuhan
1. Kepatuhan Pelapomn LHKPN Eksekutif (s6uai dengan Surat Keputusan

Kepala Daerah t6*ait waiib lapor)
2. Kepatuhan Polaporan LHKPN Lsgislatif(Ketua DPRD)
3. Kepatuhan Polaporan LHKPN BUMD (Direktuo

M6laksanakan polapocn LKHPN di Lingkungan
Pernerintah Kabupaton PuMakarta

I
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

Melaksanakan bimbingan toknis d€sa anli korupsi

-

9 Badan K€pggaMian dan

Pengambangan Sumber Daya
Manusia

dalam pelaksnaan Ma kelola pemerintahan dan layanan
publik sehingga masih banyak dit6mukan praktik korupsi

di daerah.

Budaya Antikorupsi

Penddikan Antikorupsi ASN Laporan impl€msntasi pendidikan antikorupsi kepada ASN pada saat
pelaksanaan p€ndidikan dan pelatihan mgncakup:
a. Materi antikorupsi
b. Dokumentasi k€giatan
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